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PUTUSAN
Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.MORTB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara pada
tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan
Toko, bertempat tinggal di Kampung Cina, Desa Gamsungi,
Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai

Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan
Perusahaan, bertempat tinggal di Desa Makarti, Kecamatan
Kao Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 09
Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada hari
itu juga dengan register perkara Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.MORTB,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2010, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Kao Barat,
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sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 00, tertanggal

24 September 2010;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Tergugat selama 10 bulan dan sudah di karuniai 1 anak
yang bernama : Anak usia 9 tahun;

3. Bahwa sejak September 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

a. Bahwa sejak september 2019 Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat, Tergugat pergi ke luar kabupaten, Tergugat pergi untuk
kerja;

b. Bahwa Tergugat pergi dengan ijin dari Penggugat;

c. Bahwa kepergian Tergugat sampai saat ini sudah 10 bulan.Selama
kepergian tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan menghubungi
Penggugat;

d. Bahwa sejak Desember 2010 Tergugat melakukan tindakan kekerasan
dalam rumah tangga yaitu menganiaya Penggugat dengan cara
dipukul dan dicekik;

e. Adapun penyebab Tergugat melakukan penganiayaan tersebut adalah
masalah dengan Orang tua suami, saya tidak dihargai;

f. Bahwa sejak Februari 2011 hubungan antara Penggugat dan Tergugat

mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang
di sebabkan oleh suka marah marah;

g. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada September
2019 Penggugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal bersama orang
tuanya;

h. Bahwa pihak keluarga belum berusaha memberi nasehat

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat
untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai kiranya berkenan menerima
dan memeriksa perkara ini;
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5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai cq. Majelis Hakim yang memeriksa
perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat)
terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
Subsider
Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan

putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar
kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dengan rukun, namun tidak
berhasil;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang
isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan
bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak
tahun 2010 namun Penggugat masih berusaha bersabar kemudian pada tahun
2019 bulan September Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal
hingga sekarang;
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Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan
alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:
A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penggugat nomor 00 tanggal 8 Juni
2020 dikeluarkan oleh Kepala Desa Gamsungi, bermeterai cukup dan
telah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis
diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 00 tanggal 24 September 2010 yang
dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kao
Barat, bermeterai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya ternyata
sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 00 tanggal 21 Oktober 2019 yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
bermeterai cukup, dan telah dicocokan dengan aslinya, oleh Ketua
Majelis diberi kode P.3;

B. Bukti Saksi.

Saksi pertama, Saksi, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,

pekerjaan Pedagang sayur, bertempat tinggal di Desa Makarti, Kec. Kao

Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, di bawah

sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai sepupu;

- Bahwa saksi juga mengenal Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
orangtua Tergugat selama kurang lebih 10 bulan kemudian tinggal di
rumah sendiri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-
laki umur 9 tahun saat ini dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti permasalahan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat namun saksi pernah melihat Penggugat lari
sambil menangis lewat di depan rumah saksi akan ke rumah X untuk
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minta tolong, kemudian saksi bertanya kepada Penggugat dan
Penggugat menjawab baru saja bertengkar dengan Tergugat;

- Bahwa kejadian pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat
tersebut terjadi pada tahun 2010;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah dengan
Tergugat sejak tahun 2010 ;

- Bahwa sejak tahun 2019 Tergugat pergi ke Weda untuk bekerja namun
masih sering pulang ke rumah orangtuanya,;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat tinggal di rumah
orangtua;

- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat namun tidak berhasil karena
Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Saksi kedua, Saksi, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan D3,

pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kecamatan Kao Barat, Maluku

Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai kakak ipar;

- Bahwa saksi juga mengenal Tergugat bernama Tergugat;

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
orangtua Tergugat selama kurang lebih 10 bulan kemudian tinggal di
rumah sendiri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-
laki umur 9 tahun saat ini dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa pada tahun 2010 Penggugat datang ke rumah saksi sambil
menangis karena baru saja dianiaya oleh Tergugat;

- Bahwa setelah kejadian pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat tersebut kemudian mereka pisah tempat tinggal, Penggugat
pulang ke rumah orangtuanya;

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bersama perempuan lain sewaktu
di Tobelo namun demi keamanan rumah tangga Penggugat dan
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Tergugat, saksi tidak pernah menceritakan hal tersebut kepada
Penggugat;

- Bahwa walaupun pisah tempat tinggal, Tergugat masih menengok dan
membiayai anaknya ;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar
sebanyak 2 (dua) kali penyebab awalnya karena Penggugat bertengkar
dengan orangtua Tergugat;

- Bahwa saksi juga pernah mendengar Penggugat dan Tergugat
bertengkar lewat telpon pada tahun 2020 namun saksi lupa tanggal dan
bulannya;

- Bahwa sejak tahun 2019 Tergugat pergi ke Weda untuk bekerja namun
masih sering pulang ke rumah orangtuanya dan menengok anaknya;

- Bahwa pada saat lebaran tahun 2019, Penggugat dan anaknya datang
ke rumah orangtua Tergugat namun Tergugat tidak ada;

- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat namun tidak berhasil karena
Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak
akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan mengajukan kesimpulan
secara lisan yang pokoknya tetap dengan gugatannya agar dapat bercerai
dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir
sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan

Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan
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Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak
hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat
harus dinyatakan tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa
hadirnya Tergugat yang berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., maka gugatan
Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap
Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan setiap bertengkar Tergugat
selalu melakukan penganiayaan kepada Penggugat, bahwa sejak akhir tahun
2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan tujuan untuk mencari
pekerjaan sehingga sejak saat itu Penggugat pulang ke rumah orangtuanya;

Menimbang, bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara
normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf
(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan
dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Surat Keterangan Domisili
Penggugat, bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Penggugat, dan bukti P.3
berupa Kartu Keluarga, ketiganya merupakan akta autentik serta telah
memenuhi syarat alat bukti di persidangan sehingga memenuhi syarat formil
alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili
di Desa Gamsungi yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada
pokoknya mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah.
Bukti P.2 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam
pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam
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ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil
Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah
pada tanggal 07 Juli 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Tergugat
sebagai kepala keluarga dengan satu istri yaitu Penggugat dan 1 (satu) orang
anak;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat didasarkan pada Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, oleh karenaya perlu mendengar keterangan saksi-
saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:
Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana
telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,
sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg,
Pasal 171 ayat (1) RBg dan Pasal 172 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1911
KUHPerdata, begitupula saksi-saksi Penggugat tersebut, telah memenuhi
kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana ketentuan Pasal
22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan
bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun/harmonis lagi,
sering terjadi pertengkaran dan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak akhir
tahun 2019 yang lalu hingga saat ini telah mencapai 9 (sembilan) bulan
lamanya, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya sedangkan Tergugat
bekerja di Weda namun setiap pulang ke Kao tinggal di rumah orangtuanya,
Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan melaksanakan
kewajiban layaknya suami istri pad umumnya, keluarga Penggugat maupun
para saksi telah menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai
ketidakharmonisan rumah tangga dan telah terjadinya pisah tempat tinggal
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antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan

dengan dalil Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan

Pasal 309 RBg, dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga keterangan

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat

bukti ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini ternyata Tergugat tidak pernah
hadir dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih
dalam dalam Kitab Ahkamul Qur'an Jus Il hal 405 yang berbunyi :

odUs 969 wasu 019 roluuoll plS> o ESIl Jl (ne5 Ho
al 5>V

Artinya : " Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian

tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang
dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta
tidak mengajukan bantahan, maka gugurlah hak Tergugat dan hal tersebut
dianggap sebagai bukti telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti surat
dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta
sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah
pada tanggal 07 Juli 2010 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak saat ini
dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun/harmonis,
sering bertengkar hingga pada akhirnya terjadi perpisahan tempat tinggal
sejak akhir tahun 2019 lalu atau selama 9 (Sembilan) bulan;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan
Tergugat tinggal di Weda di tempat kerja namun setiap pulang ke Kao
Tergugat tinggal bersama orangtuanya dan tidak pernah berusaha

memperbaiki hubungan dengan Penggugat;
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- Bahwa, selama perpisahan tersebut baik Penggugat maupun Tergugat sudah
tidak saling berkunjung satu sama lain, sudah tidak terjalin komunikasi
maupun menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa keluarga Penggugat serta para saksi sudah berusaha menasihati
Penggugat agak kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil
karena Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 dinyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada
cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami
isteri dan pengadilan telah berusaha dan telah mendamaikan kedua belah
pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mengatakan salah
satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk
mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah
nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak
berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi,
maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk meyimpulkan bahwa Penggugat
dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah
tangga, sebagaimana Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ibarat dalam
Kitab Fighus Sunnah Juz Il halaman 214 yang berbunyi :
sVl OlSs zo il wlucl ol a>g il dinn uoladl i) alges i Islg
Yl e islall jzcglagllial Gu o uianll plgs axe YUY los

Artinya: Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti
dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang
menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas
antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah
pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.
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Menimbang, bahwa rumah tangga penggugat dan Tergugat yang
demikian dimana antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah
tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan hak dan kewajibannya,
sehingga sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu
rumah tangga yang sakinah mawaddah dan arrohmah sebagaimana yang

dicita-citakan oleh Al-Qur’an surat Ar-Ruum ayat 21 :

o e . e mE A S F o Ae il L F L
pi‘=5-&eda>3 Led) 15 g aanl e S Gle Ol Cazls a3

z .- __ Za_a
4o )9 029

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasanNya, ialah Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa
kasih dan sayang,

maupun maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk itu dengan

mempertahankan rumah tangga yang demikian bukanlah sikap yang bijaksana,

akan tetapi justru menyengsarakan bagi Penggugat, oleh karenanya perceraian
merupakan jalan keluar yang terbaik agar Penggugat dan Tergugat dapat
menentukan masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga
Penggugat telah terjadi disharmoni yang sulit untuk dirukunkan kembali yang
tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah
tangga kekal bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh
karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat
terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah,
sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat,
Tergugat, maupun anak keturunannya, dengan demikian, Majelis Hakim
sependapat dengan petunjuk dalil kitab al-Asybah wan Nazhoir hal. 37,
berbunyi sebagai berikut :

JL kel

Artinya : “Kemudlaratan itu harus dihindari”;
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Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fighus Sunnah Juz I
halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis

Hakim yang berbunyi sebagai berikut;

Y ol Lo zosdl Jlol cassl sl @aill cuolal oo wllai ol azg sl ol
leill Login oYl 8 miolall s 3e g... Lelliol o 6 yin) | plg> ase ¢lniuy

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk
diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam
perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di
atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan
rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan
suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan
talak satu bain;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti
berpisah tempat tinggal, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Nomor: 379/K/IAG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, “Suami istri yang
tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali,
maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan
cerai”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan
diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai Penggugat telah
memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya
gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut
diatas dan apabila ketidakhadiran Tergugat tersebut dihubungkan dengan
gugatan Penggugat yang sangat beralasan dan berdasar pada hukum, maka
sesuai pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya
gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak

satu bain sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
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Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini
dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50
Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara’
yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;
Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) kepada
Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 931000,- ( sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Morotai pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 Miladiyah
bertepatan dengan tanggal 2 Dzulgaidah 1441 Hijriyah oleh Riana Ekawati,
S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ifa Latifa Fitriani, S.H.I dan Ardhian Wahyu
Firmansyah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh
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Hasanuddin Hamzah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Ifa Latifa Fitriani, S.H.I Riana Ekawati, SH. MH.
Hakim Anggota,

Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hasanuddin Hamzah, S. Ag.

Perincian biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
1. Biaya Proses ' Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 815.000,-
3. PNBP Panggilan Pertama : Rp. 20.000,-
4. Redaksi ' Rp. 10.000,-
5. Meterai ' Rp. 6.000,-

Jumlah ' Rp. 931.000,-

(sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
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